SALINAN

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL

Menimbang

Mengingat

BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.
Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

AL

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya
disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan Pajak Daerah dan
retribusi daerah.

7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung
Raya.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
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badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundangundangan di bidang Mineral dan Batu Bara.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas
pokok  Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
DASAR PENGENAAN

Pasal 2
Dasar Pengenaan Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya
Pajak MBLB.
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Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak
terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penghitungan

Pasal 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan
Pajak MBLB.
Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ke
Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan melalui mekanisme
setoran yang dipisahkan (split payment) bersamaan dengan pembayaran
pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilakukan oleh wajib pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan
Penagihan.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan
sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
Dalam hal Bupati melalui Kepala Bapenda telah menerima Pembayaran
atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh Bapenda.
Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
Pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penagihan
Pajak.
Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).
Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.
Pembayaran Pajak MBLB Kabupaten dilakukan secara bersamaan, bank
tempat pembayaran melakukan split ke RKUD Provinsi dan Pemerintah
Daerah.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 4
Pumungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib Pajak MBLB membayar Pajak terutang dengan menggunakan
SSPD, bukti setor/transfer yang sah atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Setiap Wajib Pajak BMLB mengisi SSPD secara manual atau elektronik
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai.

Pasal 5
SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibuat sebanyak 4
(empat) rangkap, yaitu :
a. lembar ke -1 (satu) untuk Wajib Pajak;
b. lembar ke -2 (dua) untuk Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
c. lembar ke -3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan; dan
d. lembar ke -4 (empat) untuk bidang yang mengelola Pajak.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibayar
melalui Bank tempat pembayaran.
Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak MBLB tidak dapat mengisi
SSPD, maka bukti setor/transfer atau dokumen lain yang dipersamakan
paling sedikit memuat informasi sebagaimana dalam SSPD.
Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SSPD, bukti setor/transfer
atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak MBLB.

Pasal 7
Dalam hal pembayaran melalui Bank, maka Salinan bukti setor/transfer
atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan kepada
Bapenda.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah berakhirnya masa pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wajib Pajak dikenai
sanki administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan

Pasal 8
Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis
MBLB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.

SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15
(lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
kerja berikutnya.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian
kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB Pajak
MBLB.
Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wajib
Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 11
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak
MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah
Provinsi.
Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wujudkan dalam bentuk
kerjasama.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya
manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi bentuk kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g.

Pasal 12

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah

dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya
manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 13
Pemerintah Daerah dapat:
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1).
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Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dituangkan
dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati
para pihak.
Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati
bersama mitra kerja sama.
Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
. subjek kerja sama;
. maksud dan tujuan;
ruang lingkup;
. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan,;

penyelesaian perselisihan,;
. sanksi;

korespondensi; dan;

perubahan/adendum.

e o R B o N ol o g

BAB VI
REKONSILIASI PAJAK

Pasal 14
Bupati bersama-sama dengan Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan
rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap
triwulan.
Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mencocokkan:
a. surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
b. surat setoran Pajak Daerah (SSPD);
c. rekening koran bank; dan
d. dokumen  penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh
petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran
pajak.
Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat
lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
Wajib Pajak menyimpan SSPD lembar kesatu dan kedua serta
menyerahkan lembar ketiga dan keempat kepada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Murung Raya.
Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi
penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak.

Pasal 15
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya melakukan
monitoring terhadap data pembayaran dan pelaksanaan Pemungutan
Pajak melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

Pasal 16
Bapenda Kabupaten Murung Raya melakukan rekonsiliasi dalam rangka
penerimaan Pajak yang terdiri dari:
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a. rekonsiliasi data transaksi; dan
b. rekonsiliasi penerimaan Pajak.

(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data Wajib Pajak yang
tertera dalam SSPD dengan data pada sistem informasi administratif
perpajakan daerah.

(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja
layanan bersangkutan antara Bapenda Kabupaten Murung Raya dengan
Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan data transaksi dan data Wajib Pajak,
Bapenda Kabupaten Murung Raya bersama Bank atau tempat lain yang
ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita
acara.

(5) Rekonsiliasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara
nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi
dengan dokumen pembayaran SSPD.

(6) Rekonsiliasi penerimaan Pajak dilakukan secara bulanan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 17
Dalam hal terjadi gangguan sistem antara bank atau tempat lain yang
ditunjuk maka bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan
penerimaan pembayaran Pajak secara off-line dengan memberikan nomor
transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi
penerimaan daerah setelah sistem kembali normal.

BAB VII
PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 18

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat
meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana
komunikasi elektronik dan/atau Instansi Pemerintah terkait transaksi
perdagangan yang berhubungan dengan Pajak.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan
yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VIII
SOSIALISASI FASILITASI PAJAK

Pasal 19

(1) Bapenda selaku pemungut Pajak dapat melaksanakan sosialisasi yang
bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(2) Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak
terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, kesadaran dan kepatuhan
Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

(3) Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

(4) Hasil Pembayaran Pajak dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur,
Pendidikan, dan Kesehatan, karena untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya,
yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung
Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juli 2024

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dokumen
ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan  sertifikat  elektronik  yang
diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan
tandatangan dengan stempel basah.

ttd

SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 241.
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SALINAN | LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERLU MENETAPKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA | SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN

DAERAH ( SSPD )
J1 Letjend Soeprapto, Beriwit, Kec. Murung,
Kabupaten Murung Raya,

Kalimantan Tengah 73911 Nomor Bukti : 00000
NAMA :
ALAMAT :
SEBAGAI PEMBAYARAN :  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas SPTPD No.
0000/MGOLC/BAPENDA/1/2025
NPWPD :0.00000000.00.00
Masa Pajak :  Januari 2025
KETERANGAN :  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) A.n. . .
................. Untuk periode Januari 2025.
NO AYAT URAIAN JUMLAH
1. 4.1.1.14.12.0001 Pajak . ............ 0
2. 4.1.1.18.01.0001 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 0
JUMLAH 0
DENGAN HURUF : # NOL RUPIAH #
Tanggal, 12 Juni 2025
MENGETAHUI :
Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyetor
( ) ( )
NIP.......... . ... ... ..
Kepada Yth,
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Petugas Bank
Daerah/SKPD Pengelola PAD agar menerima
penyetoran ke kas daerah Kabupaten Murung
Raya : 501.010.1000180
Ruang untuk teraan Kas Register Bendahara
( )

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga ID Billing : Fkkk kkkkkk
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan 9g: | 6212

Salinan 2 : Untuk PPKD Exp Date : 30 Juni 2025
Salinan 3 : Untuk PPK-SKPD ’

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI MURUNG R.AYA,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan ttd
perundang-undangan yang berlaku, dokumen

ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan  sertifikat  elektronik  yang

diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah.

HERIYUS



- 12 -

SALINAN | LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERLU MENETAPKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD ) Kepada
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Murung Raya
No. SPTPD :  0000/MBLB/BAPENDA/VI/2025 di-
Masa Pajak :  Januari
Tahun Pajak 1 2025 Puruk Cahu
Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK

2. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Murung Raya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Surat Teguran

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib
Pajak
Nama
Merk/Usaha
Alamat
Objek/Usaha

NPWPD /0| |ojojo|o|o|o|o|o| |o|Oo]| [O0][O]

II. DIISI OLEH PENGUSAHA MBLB :

a. Jenis dan Nilai Jual Pajak MBLB

Nama Bahan Galian Nilai Jual / Volume / Dasar Tarif Nilai Pajak
Harga Pasar Tonase Pengenaan (%)
- 20
JUMLAH 0,00
b. Keterangan :  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) An....... ........ Untuk periode
Januari 2025.
C. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 0,00
d. Pajak Terhutang Rp. 0,00
e. Opsen Pajak MBLB (Rp. 0,00 x 25 %) Rp. 0,00
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. 0
g. Sanksi Administrasi Rp. 0
h. Jumlah Pajak yang dibayar (d +e + f+ g) Rp. 0,00
i Data Pendukung Lampiran *)
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/ Tidak ada
b) Rekapitulas Penjualan/Omzet Ada/ Tidak ada
c) Rekapitulasi Penggunaan MBLB Ada/ Tidak ada
d -- Ada/ Tidak ada
e) -- Ada/ Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban
pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberi sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Puruk Cahu, 04 Juni 2025
Diterima oleh Petugas WP/Penanggung Pajak/Kuasa
Tanggal, «..oc.veeiiniiiiiiii e
NIP. ... Nama Jelas/Cap/Stempel

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BUPATI MURUNG RAYA,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dokumen
ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan  sertifikat  elektronik  yang

diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan
tandatangan dengan stempel basah. HERIYUS

ttd
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